SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi

Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 April 2016 Nomor
180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara, sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perlu untuk diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
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40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3169);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Tenaga Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistim
Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643559);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9 Seri A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (AIDS) Di Kabupaten Banjarnegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Di Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 193);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR
18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 205) diubah, sehingga Pasal 34
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
meliputi :
a. Puskesmas;
b. Labkesda Kabupaten;
c. RSUD;dan
d. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa
umum yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : 23/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN

[. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan.

Namun sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal
6 April 2016 Nomor 180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara, dalam Pasal 34 ayat (2), Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dimana untuk pengenaan retribusi jasa umum hanya boleh diatur dengan
Peraturan Daerah.

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah
tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal I1

Cukup jelas.
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